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ABSTRAK 

PENERAPAN PASAL 281 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG 

DI LAKUKAN PRAJURIT TNI ( STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 

MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021). 

Oleh  

PERMATA PUTRI CAWANG  

 

Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah lepas dari kehendak, kepentingan 
atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Ditinjau dari proses pembentukan hukum, 
dikaitkan dengan sifat, dan corak kekuasaan, hukum seperti pedang bermata dua. 
Hukum bukan semata-mata instrumen sosial, tetapi juga sebagai instrumen 
kekuasaan. Dikatakan bahwa sistem, corak, dan sifat kekuasaan merupakan pra 
kondisi yang harus ada sebagai dasar menciptakan dan menegakkan hukum yang 
adil atau berkeadilan. secara umum asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang 
menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanya dikaitkan 
dengan hubungan seksual terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, 
Sanksi ancaman terhadap kejahatan asusila terdapat pada Undang-Undang Pasal 
281 ke-1 KUHP yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 
dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. 
mengenai permasalahan nya yakni, perkara tindak pidana  Asusila yang dilakukan oleh 
prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP  berdasarkan Putusan Pengadilan 
Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021 dan hambatan penyelesaian 
perkara tindak pidana Asusila yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 
Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-
04/AD/IV/2021.  

Penyelesaian perkara tindak pidana  asusila yang dilakukan oleh prajurit TNI 
dalam penerapan dakwaan Pasal 281 KUHP  berdasarkan Putusan Pengadilan 
Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/IV/2021 yakni Terdakwa Hasis 
Baijen Bethan,  Pratu, NRP 31160261171094, terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah telah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar 
kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 (satu) 
KUHP, sehingga terdakwa dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana 7  (tujuh) bulan 
penjara, dipecat dari dinas militer, serta dibebankan membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) hambatan permasalahan dalam penyelesaian 
perkara ini: Faktor Hukumnya sendiri yakni belum adanya pengaturan yang tegas 
dan jelas dalam KUHPM mengenai Tindak Pidana Asusila yang dilakukan Prajurit 
TNI sehingga menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan untuk mencari 
kepastian hukum. 

 

Kata kunci : Tindak Pidana, Asusila, Pidana Militer, Hambatan 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah lepas dari kehendak, 

kepentingan atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Ditinjau dari proses 

pembentukan hukum, dikaitkan dengan sifat, dan corak kekuasaan, hukum 

seperti pedang bermata dua. Hukum bukan semata-mata instrumen sosial, tetapi 

juga sebagai instrumen kekuasaan. Dikatakan bahwa sistem, corak, dan sifat 

kekuasaan merupakan pra kondisi yang harus ada sebagai dasar menciptakan 

dan menegakkan hukum yang adil atau berkeadilan. 2) 

Negara Indonesia mengenal beberapa hukum yang berlaku dalam 

tatanan Negara, salah satunya yaitu hukum militer. Hukum militer jika diartikan 

secara gamblang adalah peraturan-peraturan yang khusus  yang tertulis maupun 

tidak tertulis yang pada intinya ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan 

angkatan bersenjata. Selain itu, hukum militer juga merupakan suatu hukum 

yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat, dan prosedur-

prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam 

hukum yang umum. 3) 

 Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 34 Tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa, :  

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan 

 
2) Bagir Manan, 2013, Sistem Peradilan Berwibawa, Ma Ri, Jakarta, hlm. 5 
3) Andi Hamzah, 2010, Perkembangan Hukum Pidana Khusus,  Ragunan., Jakarta, hlm. 1 
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Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanan 

pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan 

keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi 

militer untuk perangdan operasi militer selain perang serat ikut aktif dalam 

tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. 4)  

Anggota Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut dengan TNI) 

mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya 

bahwa sebagai warga negara yang baginya pun berlaku terhadap semua 

ketentuan hukum yang ada. Baik Hukum Pidana, Perdata, Acara Pidana, Acara 

Perdata. 7) 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 25 Tahun 2014 

tentang Hukum Disiplin Militer : 

“Disiplin Militer adalah kesadaran, kepatuhan dan ketaatan untuk 

melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan 

dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer”  

Selain itu, setiap anggota TNI wajib pula menegakkan kehormatan 

dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik 

ketentaraan maupun kesatuannya.9) 

Pengertian militer menurut KBBI adalah tentara, anggota tentara, atau 

 
4) Prodjodikoro, Wirjono, 2013, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Pt. 

Refikaaditama Bandung, hlm. 87 
7) Moch Faisal Salam, 2010, Peradilan Militer Indonesia, Cv Mandar Maju, Bandung, 

Hlm.14. 
9) Sjarif Amiruddin, 2010, Hukum Disiplin Militer Indonesia, Rhineka Cipta, Jakarta, Hlm.89 
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ketentaraan.12) Disamping itu, secara ekstensif institusi militer dapat diartikan 

sebagai lembaga bukan sipil yang diberi tugas oleh negara dalam hal pertahanan 

dan keamanan negara. Institusi militer mutlak diperlukan oleh setiap negara 

sebagai penunjang tegaknya kedaulatan negara. 13) Anggota militer merupakan 

representasi dari warga negara yang baik yang oleh karena kewajiban yang 

dimilikinya, maka dalam setiap pelaksanaan tugasnya harus diterapkan sifat-

sifat yang patriotik, kesatria, dan tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya. 

14) 

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun1945 anggota militer atau disebut juga sebagai 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, 

dan Angkatan Udara. Pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa selain Polisi, TNI juga 

merupakan kekuatan utama dalam hal pertahanan dan keamanan negara. 

Selain itu, tindakan perzinahan juga melanggar norma-norma yang hidup 

di masyarakat seperti norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma 

agama.15)Apabila seorang anggota TNI melakukan tindakan tidak terpuji dan 

melakukan tindak pidana maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Sesuai dengan asas equality before the law, siapa pun orang yang 

 
12) J.C.T. Simorangkir, Dkk, 2012 Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, 

Hlm. 152 
13) E.Y. Kanter, S.R.2016, Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Penerbit Alumni 

Ahm-Pthm, Jakarta, hlm. 19 
14) Moch. Faisal Salim, 2016, Hukum Pidana Militer Di Indonesia. Jakarta : Mandar 

Maju, Jakarta, hlm. 66 
15) Ahmad Bahiej,2012,Tinjauan Yuridis Atas Perzinahan (Overspel) Dalam Hukum 

Indonesia, Tanpa Tahun, Yogyakarta, hlm. 88 
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melanggar ketentuan dalam hukum dan apapun profesinya dapat dituntut 

pertanggungjawaban atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya. 16) 

Dalam hal perbuatan asusila  dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan 

dalam pidana umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti 

menjadikan KUHP sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di 

pengadilan, Pada umumnya hukum pidana militer itu mengatur apa yang 

terdapat dalam hukum pidana umum. Begitu juga dengan jenis kejahatannya 

dalam hukum pidana umum berlaku juga bagi hukum pidana militer. 17) 

Secara umum asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang 

menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang biasanyadikaitkan 

dengan hubungan seksual terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang 

sah,Sanksi ancaman terhadap kejahatan asusila terdapat pada Undang-Undang 

Pasal 281 ke-1 KUHP yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara 

selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga 

ratus rupiah: 18) 

Siapapun orang yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum dan 

bahkan macam profesinya dapat dimintai pertanggungjawaban atas 

perbuatannya sesuai dengan asas equality berfore the law. Dalam hal perbuatan 

Asusila yang dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan yang ada di pidana umum 

digunakan dalam Hukum Pidana Militer yang dimana KUHP sebagai landasan 

 
16) Setia Budi, 2016¸Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni-

Ad, Skripsi, Surakarta, Universitas Slamet Riyadi, hlm. 66 
17) Kanter,2011, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, Jakarta : Alumni Ahm-Pthm,  hlm,50. 
18) Prodjodikoro, Wirjono, 2013 Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung : 

Pt. Refikaaditama, hlm.46 
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dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. 19) 

Dalam perkara tindak pidana asusila,  Peradilan Militer mempunyai cara 

penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian yang ada dalam Badan 

Peradilan lainnya. tindak pidana asusila merupakan delik biasa dan prosedur 

aduan yang diajukan kepada Badan Peradilan Militer. Dalam hal ini cara 

penyelesaian perkara tindak pidana asusila dalam Peradilan Militer berbeda 

dengan ketentuan dan cara yang ada pada Peradilan Umum yang melandaskan 

pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Analisis pada penelitian ini 

adalah untuk meneliti dan menganalisa Penaerapan putusan pengadilan serta 

pandangan hakim tentang tindak pidana asusila yang di lakukan oleh TNI, yakni 

pada putusan Nomor : 21-K/PM II-04/AD/IV/2021. 

 

Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

asusila sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum 

dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, sehingga membuat penulis tertarik akan 

pentingnya permasalahan diatas untuk diteliti.Berdasarkan latar belakang 

masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam 

penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul PENERAPAN PASAL 

281 KHUP TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG 

DILAKUKAN PRAJURIT TNI (STUDI KASUS PUTUSAN 

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG NOMOR 21-K/PM.I-

04/AD/IV/2021). 

 
19) P.A.F. Lamintang, Dan Djisman Samosir, 2015, Hukum Pidana Indonesia,Bandung : 

Sinar Baru,  hlm. 7 
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B. Permasalahan 

1. Bagaimanakah permasalahan perkara tindak pidana  Asusila yang dilakukan 

oleh prajurit TNI dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP  berdasarkan 

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-

04/AD/IV/2021? 

2. Bagaimanakah hambatan penyelesaian perkara tindak pidana Asusila yang 

dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan 

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-

04/AD/IV/2021? 

C. Ruang Lingkup 

Pembahasan skripsi ini perlu adanya pembatasan, agar supaya tidak 

menyimpang dari apa yang menjadi fokus bahasan, oleh sebab itu dalam 

penulisan skripsi  ini penulis ingin membatasi pembahasan masalah Bagaimana 

penyelesaian perkara tindak pidana  asusila  yang dilakukan oleh prajurit TNI 

dalam penerapan Dakwaan Pasal 281 KUHP dan  hambatan dan permasalahan 

perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan 

Militer I-04 Palembang. 

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1.  Menganalisis dan menjelaskan  tindak pidana asusila yang dilakukan 

oleh prajurit TNI dalam Penerapan Pasal 281 KUHP berdasarkan 

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-

04/AD/IV/2021. 
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2. Menganalisis perkara tindak pidana  asusila  yang dilakukan prajurit TNI 

di Pengadilan Militer  I-04 Palembang berdasarkan Putusan Pengadilan 

Militer I-04 Palembang Nomor 21-K/PM.I-04/AD/IV/2021. 

2. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta 

pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Hukum Acara Pidana 

khususnya mengenai penyelesaian perkara asusila yang dilakukan 

anggota TNI. 

2. Secara Praktis 

Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil 

penelitian diharapkan dapat memberi masukan serta pengetahuan bagi 

para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal serupa. 

E. Kerangka Konseptual 

1. Kerangka Konseptual 

 Menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya 

dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud 

meliputi: 

a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode 

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan 

yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya. 29) 

 
29) Peter Salaim Dan Yenny Salim, 2010,  Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, 

Modern English Press, Jakarta, hlm.1598 



8 
 

 
 

b. Tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh 

hukum pidana. Tindak pidana dirujuk kepada asas legalitas dalam Pasal 

1 KUHP bahwa yang dimaksud tindak pidana itu menyangkut segala 

sesuatu yang telah dilarang atau sudah diatur dalam undang-undang. 

c. Tindak pidana asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. 

Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang 

melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga 

sanksinya telah diatur dalam KUHP. Kesusilaan (zedelijkheid) adalah 

mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbagai 

anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai 

kelamin (seks) seorang manusia sedangkan kesopanan (zeden) pada 

umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. 31) 

d. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh 

pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas 

keprajuritan  (Vide Pasal 21 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004). 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang disadarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya. 32) 

 
31) Wirjono Prodjodikoro, 2014, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Refika 

Aditama, Yogyakarta, hlm.111. 
32) Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ui Perss, hlm. 10  
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris yaitu penelitian terhadap 

efektifitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam 

masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam 

masyarakat yaitu: 33) 

a) Kaidah Hukum/peraturan itu sendiri 

b) Petugas/penegak hukum 

c) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum 

d) Kesadaran masyarakat (dalam hal ini TNI) 

Penulis memilih jenis penelitian secara yuridis empiris karena 

penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif 

atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan perundang-

undangan dan ketentuan lain yang kemudian dihubungkan dengan praktek 

yang terjadi di lapangan. Tipe penelitian dalam penulisan skripsi  ini bersifat 

deskriptif analisis yaitu menganalisa data yang dipergunakan baik data 

primer dan data sekunder. 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data dari penelitian ilmiah antara lain : Data primer, 

Data Sekunder . 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara 

terhadap narasumber melalui penelitian.37) Data Yang diperoleh, 

 
33) Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 31 
37) Lexy J. Moleong, 2014, Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, PT. 

Remaja Rosdakarya, hlm. 112. 
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berupa hasil wawancara dengan orang-orang yang berhubungan 

dengan penelitian ini yaitu Beberapa hakim yang menangani 

penyelesaian perkara tindak pidana asusila  yang dilakukan oleh TNI 

di Pengadilan Militer. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-

bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-

literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang 

diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. 

3.  Teknik Pengumpulan Data  

Data hasil penelitian ini bersifat kualitatif  analitis, deskriptif analitis 

dan preskriptif analitis. Kualitatif analitis yaitu peneliti dibantu dengan 

beberapa alat untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat 

untuk menjawab permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana 

asusila yang dilakukan prajurit TNI. Deskriptif analitis adalah 

mendeskripsikan atau memberi gambaran serta menganalisa objek yang 

diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum, dan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dikaitkandengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif 
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yang menyangkutkan permasalahan1, 2Sedangkan Preskriptif Analitis 

adalah menganalisa bagaimana penyelesaian Perkara tindak pidana asusila 

yang dilakukan oleh TNI di Peradilan Militer. 

 

4. Teknik Pengelolaan Data  

Setelah data terkumpul  maka data tersebut diolah guna mendapatkan 

data yang terbaik . dalam pengelolaan data tersebut , penulils 

melakukan kegiatan editing , yaitu data yang  di peroleh  diperiksa dan 

di teliti lagi mengenai kelengkapan ,kejelasan dan kebenarannya 

,sehingga terhindar dari keliruan dan kesalahan.   

BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang 

penelitian, pokok permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian dan 

kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, 

metode penelitian, sistematika penulisan. 

  

BAB II TINJUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka berisi 

kajian yaitu pengertian hukum pidana dan unsur-unsur tindak pidana, 

pengertian asusila dan tindak pidana asusila, pengertian militer dan 

 
1 Ronny Hanitijo Soemitro,2010,Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri,Jakarta,Ghalia 
Indonesia,hlm.35 
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hukum pidana militer, tentang peradilan militer,  tugas dan tanggung 

jawab prajurit Tentara Nasional Indonesia serta tentang jenis-jenis 

putusan hakim. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas mengenai penyelesaian perkara 

tindak pidana asusila dalam pengadilan militer serta untuk 

mengetahui dan menganalisa bagaimana proses pelaksanaan hukum 

Administrasi/Disiplin yang dijatuhkan bagi militer yang melakukan 

tindak pidana asusila dan menganalisa hambatan dan permaslahan 

dalam penyelesaian Perkara asusila  

BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab terakhir ini penulis menyimpulkan apa yang dibahas pada 

pembahasan dalam penulisan skripsi  ini dan memberikan saran yang 

dianggap relevan.  
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